








Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03
Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652)

11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 399);

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 442);

14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);

15.Keputusan Inpsektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021.






Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Nomor : IT7J-01.07.03 Tahun 2021
Tanggal : 08 Februari 2021

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DILINGKUNGAN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO NAMA / JABATAN Jabatan Dalam Tim
1 | SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL Ketua
NIP. 196308111988111001
2 | KEPALA BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN Sekretaris Merangkap Anggota
MASYARAKAT DAN PELAPORAN
NIP. 197212041999032001
3 | MH. KESUMA NEGARA, S.H., M.M. Anggota
NIP. 197101312003121001
4 | RINO ADI PUTRO, S.H. Anggota
NIP. 199106052015031003
5 | SUPERMAN, S.E. Anggota
NIP. 197003241999031001
6 | CHANDRA JULIUS F. MANALU, S.E. Anggota
NIP. 197907152010121001
7 | MADDALENA SARAGI, S.H., M.Kn., M.M. Anggota
NIP. 197412092005012001
8 | ZAIFACHATUR ROZIYAH, S.H., M.Si. Anggota
NIP. 197912262005012001
9 | AGUNG NATANAEL, S.H., M.H. Anggota
NIP. 197107231997031001
10 | PUJI RAHARTO, S.I.P., M.M. Anggota
NIP. 196510211986031001
11 | ERBATA SRI MULIATINI, S.H. Anggota
NIP. 197006061998032001
12 | PARLINDUNGAN DONNI, S.H., M.H Anggota
NIP. 198809142007031001
13 | TATIE RAINI, S.Sos. Anggota
NIP. 196206171986112001
14 | ARMAN SYAH RAZAK, S.E. Anggota
NIP. 197702012009121002
15 | FIRMAN SEPTA FIRDAUS, S.H. Anggota
NIP. 198209042006041001
16 | KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN Anggota
NIP. 197306231994032001
17 | KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN Anggota
PELAPORAN
NIP. 197301192001121001
18 | KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI Anggota
PENGAWASAN
NIP. 197505202001121002
19 | KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN Anggota
TEKNOLOGI INFORMASI
NIP. 197907172001121001
20 | KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN Anggota
PEMBERHENTIAN
NIP. 198604222006041002










Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 166):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

11.

02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1652);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 442);

14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);

15.Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-
2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLA
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
TINGKAT UNIT UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Dan apabila terdapat perubahan
visi/misi/tujuan/sasaran/indikator kinerja, untuk segera dilakukan
penyesuaian.

Menunjuk Pejabat pada Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran-I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan
tugas Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Unit Pemilik Risiko (UPR) Unit Utama mempunyai tugas :

a. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko

b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko

c. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil

identifikasi dan analisis risiko


















6 |Indeks Persepsi Integritas Komponen nilai [Menurunnya tingkat Risiko ITIEN |Kurangnya Jumlah Intetnal UC  |Adanya pegawai Kemenkumhar -survei Penilaian mandiri persepsi Menurunnya tingkat
KEMENKUMHAM (66.0) persepsi integritas yang |persepsi integritas ASN - |reputasi Responden intermal {(ASN dan yang mekakukan Integritas (PMPI), persepsi integritas ASN
masih rendah malpun organisasi Kemsnkumham) dan Ektemal gratifilkasi, suap, -penilaian lapangan pekksanaan PMPl  |maupun organisasi
Kemsnkumham eksternal {pengguna kyanan) pungutan ar dan -arahan pimpinan terkait integritas Kemenkumham
yang berpartisipasi mengikuti korupsi -ditetapkannya para agen perubahan
survei, kurangnya respon - reviu tunas integritritas
satuan kerja ats pentingnya
penikian integritas serta ada
duplikasi survei yang sejenis
dilakukan oleh unit eselon |
lainnya
7 |0 (Mol kasus penyuapan Belum seluruh proses  [Potensi petencanaan Risiko ITJEN  |Terdapatrya conflict of Internal Cdan |Hasil audit yang tidak |Kemenkumha | 1.Penyusunan PKPT berdasar faktor Potensi perencaan
yang terbukti di seluruh ltjen  |kegiatan pada Ken kegiatan audit yang tidak |Kepatuhan linterest'penyuapan pada saat |dan uc obyektif dan tidal m risko kegiatan audit yang tidak
Kemenkunham telah dilakukan sesuai dengan standar perencanaan kegiatan audit  |Ekstemal dapat 2.raviu REAKL oleh ITWIL | sesuai dengan standar
identifilasi risko terkai dipertanggungjawab
penyuapan beserta kan.
mitigasinya yang tepat
Potensi pslaporan hasil  |Risiko ITIEM |adanya dorongan untuk linternal C dan |Penurunan Kemenkumha |1.Audit investigasi dar nspektorat Potensi pelaporan hasil
awdit yang tidak sesuai  |Kepatuhan mendapatkan keuntungan dan uc Kredibilitas Itjen m wilayah | audit yang tidak sesuai
dengan kondisi [tertentu dari manipulasi Eksternal 2. Adanya layanan UPG {unit dengan kondisi sebenarnya
sebenatrya laporan audit pengendalian gratifikasi)
3.Adanya UPP {unit pemberantasan
pungutan liary
4. Adanva Layanan WBS
§  |Sertifikasi ISO 37001:2016 di |Muncuinya Kemungkinan Sertifikasi  |Risiko ITJEN |Tidak diakukannya proses Intetnal C  |Penurunan Inspektorat | 1.Melakukan kegiatan Tidak terpenuhinya Klausul
{MR. |lingkungan ltjen kemungkinan risiko di cabut! gagal Kepatuhan pengecekan secara pericdik Kredibilitas lfjen Jenderal |memepertahankan sertifilkasi 150 sesuai standar IS0
155 pending/gagal memepertahankan untuk memastkan 37001:2016 370012016
SMAF sertifikasi/sertiflasi sartifikat 150 kesesuaian antara 2. Audit sksternal 1SS SMAP olsh
} dicabut persyaratan 1SO 37001:2018 lembaga yang berwenang menetbitkan
dengan kondisi terkini sertifikasi
9 |Pencegahan dan potensi kurang Tetpapar nya ASN dan  |Risiko ITIEN [Pegawai tidak disiplin Internal C dan |Bertambah nya Inspektorat |-SE Menkumham Terpapar nya ASN dan
{MR. |penanganan pademi covid- |optimalhya kinerja PPMPM ITJEM atas virus |Operasional menjalankan protokol dan UC  |kasus covid-12 di Jenderal |- Surat IRJEN FPPHPM ITJEN atas virus
Covid)| 19 ITJEN dikarenakan covid-19 terkait kesehatan eskternal ingkungan ITJEM -Modin Ses.itjen covid-12
adanya apdemi covid- hencana -Jadwal WFH
19 -Tes Antigen { PCR
-Penyemprotan desinspektan
-Pemberian vitamin, maskser dan
handsanitizer
Pambarian sinar |l L di tian nannan
Pembiayaan anggaran  |Risiko ITIEN |Kesalahan MAK, kontrak Intetnal C  |Adanya temuan audit| Inspektorat |-SE dari Ditien Perbendaharaan tentang |Pembiayaan anggaran
covid-19 ITJEN tidak Kepatuhan |terlambat, kwitansi tidak sah Jenderal  |penggunaan MAK untuk pembiayaan covid-19 ITJEN tidak
akuntabel covid-19 akuntalel
-relion data dengan bagian keuangan
ltjgn
-pendampingan dan auditor

ket :Hasl pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaksr

KRITERIA RISIKC
Risiko Kebijalkan=
Risiko Reputasi=
Risike Hukur—
Risiko Keuangan=
Risiko Operasional=
Risiko Pelaporan=
Risiko Kepatuhat=

Fisiko yang cisebabdkan kebijakan nasional, kebyakan anggaran, dan kebijakan intemal yang berdampeak langsung terhadap pencapaian tujuan
Risiko yang disebabikan oleh menUrunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
Risiko yang disebabian oleh adanya tuntutan hukum

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset! merugikan keuangan negara

Fisiko yang disebabdkan oleh ketidakoukupan S0P, kesalahan manusia, kegagalan sistemn, dan adanya kejadian elsternal yang mempengaruhicperasional

Rigiko yang disebaikan oleh ketidakancalan pelaporan dalam pengarmbilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
Rigiko yang disebaikan tidak mematuti dar/atal tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku










KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No Kriteria . Definisi Kriteria Kemungkinan Sk.al.a
Kemungkinan Nilai
1 |Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 1
2 |Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 2
3 |Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun 3
4 |Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4
5 |Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5
KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO
No |Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak SNk“aalia
1 |Individu Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau 1
berkaitan dengan Risiko Kepatuhan
2 |Satuan Kerja/ UPT |Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan 2
dengan Risiko Pelaporan
3 |Kantor Wilayah/ Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan 3
Unit Eselon |l dengan Risiko Operasional
4 |Unit Eselon | Berdampak terhadap Unit Eselon | atau berkaitan dengan 4
Risiko Keuangan dan Risiko Hukum
5 |Kementerian Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan 5

Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan

Untuk perbaikan

level risiko 1 sd 25.

lebih lihat
dampaknya,
semakin
berdampak maka
level nya makin
tinggi bukan hanya
1*5=5

Lampiran 12a







































KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No Kriteria , Definisi Kriteria Kemungkinan Slfal?
Kemungkinan Nilai
1 |Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 1
2 |Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 2
3 |Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun 3
4 |Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4
5 |Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5
KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO
No |Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak SNIEIaaI\?
1 |Individu Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau 1
berkaitan dengan Risike Kepatuhan
2 |Satuan Kerja/ UPT |Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan 2
dengan Risiko Pelaporan
3 |Kantor Wilayah/ Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan 3
Unit Eselon I dengan Risiko Operasicnal
4 |Unit Eselon | Berdampak terhadap Unit Eselon | atau berkaitan dengan 4
Risiko Keuangan dan Risiko Hukum
5 |Kementerian Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan 5
Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan
21-25 merah
16-20 orange
11-15 kuning
6-10 biru
1-5 hujau

Lampiran 12a

































































































































